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A. RINGKASAN
B. PENDAHULUAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengamanatkan pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa. 

Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. 

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. 

Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam implementasi pendampingan desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Beberapa fenomena yang berkaitan dengan kinerja dari pendampingan desa yaitu Pendampingan pengelolaan dana desa tidak di laksanakan dengan maksimal oleh pendamping lokal desa serta permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur desa, pendamping lokal desa hanya sibuk di saat penyusunan laporan kinerjanya. Pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya serta rendahnya kemampuan pendamping lokal desa dalam membina kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai salah satu syarat administrasi pemanfaatan dana desa, Pendamping lokal desa tidak mengetahui tentang administrasi dan tidak mengetahui cara pencairan dana desa.
Pendampingan desa disiapkan untuk mendampingi Kepala Desa mengurusi Dana Desa, mulai dari persiapan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Desa, Kinerja Pendampingan Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam pengelolaan dana desa di nilai masih lemah, terutama dalam segi pendampingan administrasi desa. Kemudian adanya kelalaian pendamping desa dalam pengelolaan dana desa sehingga terjadi kasus dugaan pemotongan dana desa. 

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 Provinsi Jambi memiliki nilai Indeks relatif berkembang di Pulau Sumatera dengan nilai indeks 0,558, yang berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 0,566. Bila dilihat dari tipologinya saat ini, desa-desa di Provinsi Jambi didominasi oleh desa-desa tertinggal. Ada sekitar 54,66 persen dari 1.233 unit desa. Sementara persentase desa mandiri sebanyak 4,30 persen dan desa berkembang 32,12 persen serta desa dengan status sangat tertinggal sebanyak 8,92 persen. Dilihat dari dimensinya, aksesibilitas/ transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar sebesar 76,70 persen. Sementara kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil di banding dimensi lain sebesar 40,39 persen. 

Permasalahan mengenai kinerja dari Pendampingan Desa di Kabupaten Batanghari sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Batanghari mayoritas desa-desa di Kecamatan yang berada di Kabupaten Batanghari masih berstatus desa berkembang dan tertinggal. Data Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan Kabupaten Batanghari sebesar 0,5435 dengan status tertinggal (skala > 0,491 dan < 0,59) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Indeks Desa Membangun (IDM)

Kabupaten Batanghari Tahun 2014

	Kecamatan
	IDM
	Status

	Mersam 
	60,53
	Berkembang 

	Muara Tembesi 
	63,48
	Berkembang 

	Muara Bulian 
	63,43
	Berkembang 

	Batin XXIV 
	59,92
	Tertinggal 

	Pemayung 
	59,20
	Tertinggal 

	Maro Sebo Ulu 
	56,23
	Tertinggal 

	Bajubang 
	62,43
	Berkembang 

	Maro Sebo Ilir 
	63,08
	Berkembang 


Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Batanghari terdapat 3 Kecamatan yang masih berstatus desa tertinggal. Hal ini menjadi perhatian bagi para Pendampingan Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan. Peran dari Pendampingan Desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. berdasarkan permasalahan tersebut menurut peneliti salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan pendamping desa yang berkompeten dan berintegritas.

Kabupaten Batanghari memiliki 6 tenaga ahli (TA) pendamping desa, 19 pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan dan 29 pendamping lokal desa (PLD). Tenaga professional pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Pendamping Desa di Kecamatan Muara Bulian ada tiga, yaitu dua pendamping desa pemberdayaan dan satu pendamping desa teknik infrastruktur yang berkedudukan di kecamatan. Kecamatan Muara Bulian terdapat 16 desa dan 1 pendamping lokal desa mendampingi 3-4 desa, hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa menjadi tidak maksimal. 

Pendampingan desa di tuntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa. Pendamping desa harus memerankan diri sebagai community organizer yang harus jeli membaca fenomena hubungan antara kelembagaan dan masyarakat Desa. Pada akhirnya apakah adanya pendamping desa ini dapat menjadi solusi terhadap optimalisasi pembagunan desa, sehingga Kita bisa melihat apa manfaat adanya pendampingan desa, mekanisme kerja, serta tantangan apa nantinya yang akan di hadapi oleh pendamping desa. 

Terkait dengan Program Dana Desa, maka program Pendampingan Desa berupaya untuk mensukseskan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menimbang betapa pentingnya sebuah pengelolaan terhadap sumber anggaran dana desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka pengelolaan dana desa dari pihak internal desa saja tidaklah cukup, sehingga perlu adanya peran dari struktur eksternal desa yaitu melalui upaya pendamping desa. Maka yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kinerja pendampingan desa dan pengawasan pengelolaan dana desa melalui studi yang dilakukan di Kabupaten Batanghari. 

C. METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami serta menjelaskan bagaimana Kinerja Pendampingan Desa dalam pengelolaan dana desa.
Subyek penelitian adalah orang yang memiliki keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini yakni sebagai berikut : Satuan Kerja Pendamping Desa di Kabupaten Batanghari yang meliputi Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Pendamping Lokal Desa (PLD). Perangkat Desa, Masyarakat Desa. 

Penelitian ini dilakukan berlokasi di Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Adapun objek dari penelitian ini adalah Kepala Desa dan Pendamping Lokal Desa yang ada di Kabupaten Batanghari. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder : Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan adapun kriteria yang dijadikan ketentuan pemilihan informan antara lain : Kepala Desa (selaku mitra kerja dari Pendamping Lokal Desa), Pendamping Lokal Desa (unsur yang memiliki tugas melakukan pendampingan desa) dan Pendamping Desa tingkat kecamatan (unsur pengawas jalannya pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Batanghari yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Petunjuk Teknis Pendampingan Desa, Panduan Rekrutmen Pendampingan Desa. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan pendekatan Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. 

D. HASIL / TEMUAN 
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 di Kabupaten Batang Hari tentang besaran realisasi dana desa tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 88.949.104.000, dari 110 desa yang tersebar di 8 kecamatan, per desa di Kabupaten Batang Hari rata-rata akan menerima minimal 808 juta rupiah per tahun. Pendanaan desa tersebut belum termasuk sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10 persen dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten serta pendapatan asli desa. 

Dengan kompleksitas desain pemerintahan desa selama ini dan besarnya uang yang akan dikelola oleh desa seperti itu dikhawatirkan justru hanya akan menyeret para aparat desa pada tindak pidana korupsi. lemahnya kapasitas pemerintahan desa dan ketidaksiapan aparatur desa serta tanpa dukungan sistem yang baik, kucuran dana yang begitu besar justru akan menambah kekagetan sekaligus mengundang godaan tersendiri untuk menyalahgunakannya. 

Sehingga berpotensi akan menimbulkan berbagai penyalagunaan, misalanya Penggunaan Dana Desa tidak sesuai Peruntukan di Desa. Prinsip Swadaya belum terpayung hukum, Aset Desa tidak terinvetarisir dengan baik. Ketidakmampuan administrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum dan Minimnya pengawasan dari masyarakat dan pendamping. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengawasan dari banyak pihak, termasuk dari LSM dan masyarakat luas. Untuk mengelola dana yang cukup besar tersebut, juga dibutuhkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. 

Untuk memastikan implementasi Undang-undang Desa berjalan dengan baik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Desa. Pasal 130 PP No. 43 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan SDM pendamping untuk desa untuk mengawal pelaksanaan Dana Desa. Disebutkan juga dalam Pasal 128 ayat (2) bahwa pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat di bantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Sementara itu, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Artinya pendampingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan atau bahkan swasta. Program Pendamping Profesional Desa oleh pemerintah dikoordinasikan oleh Kemendagri sedangkan pendampingan oleh masyarakat dikoordinasikan Kemendes PDTT. 

Mengingat kendali yang luas dalam hal pembinaan dan pendampingan tersebut maka pemerintah melimpahkan sebagian kewenanganya kepada pemerintah provinsi melalui mekanisme dekosentrasi. Pendampingan Desa merupakan salah satu langkah penting untuk mempercepat pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan substansi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. 

Akan tetapi yang terjadi dalam implementasi program pendamping desa di Kabupaten Batang Hari masih banyak ditemukan permasalahan. Seperti pendamping desa ada yang mengundurkan diri di tengah jalan sehingga menyebabkan pencairan dana desa menjadi terhambat. Selain itu beberapa dari para pendamping desa yang kurang memahami apa itu dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), padahal sedianya dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan dalam proses pencairan alokasi dana desa. 

Pihak Pemerintah Daerah khususnya di kabupaten juga mengeluhkan mengenai tidak dilibatkannya mereka sejak awal dalam proses rekrutmen pendamping desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga ahli dan pendamping yang baru direkrut tersebut tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai. Fakta pelaksanaan rekrutmen terpusat ini telah melanggar prinsip pelaksanaan dekonsentrasi ke Pemerintah Daerah Provinsi. Padahal pemerintah daerah yang sebenarnya mengetahui mengenai kualifikasi pendamping desa seperti apakah yang dibutuhkan, akibatnya kualitas tenaga pendamping desa yang direkrut untuk membantu perencanaan dana desa masih jauh dari harapan. Sebenarnya diharapkan seorang pendamping desa memiliki kemampuan melebihi kepala desa maupun Badan Pemberdayaan Desa (BPD). (Wawancara dengan Kasubbid Pemberdayaan Desa DPMD Kabupaten Batanghari. Masih rendahnya kualitas tenaga pendamping desa yang direkrut untuk membantu perencanaan dana desa tersebut disebabkan oleh pelaksanaan rekruitmen yang mendadak dengan pelatihan sangat singkat, hal tersebut ditengarai merupakan faktor yang menyebabkan kualitas para pendamping desa jauh dari harapan. 

Masalah jangkauan wilayah tugas Pendamping Desa juga menjadi hambatan tersendiri, beberapa tenaga pendamping desa kesulitan melaksanakan tugasnya. Beberapa daerah yang memiliki jumlah desa lebih kecil justru mendapatkan tenaga yang lebih banyak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten harus turun tangan melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi kewenangan tenaga ahli atau tenaga lokal pendamping desa. 

Proses analisa dan mendeskripsikan realitas implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari, digunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan “Direct and Indirect Impact on Implementataion”. Kemudian akan dilengkapi dengan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dimana disebutkan beberapa variabel diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan model yang di kembangkan oleh kedua ahli tersebut dipandang memadai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena Implementasi kebijakan pendamping di Kabupaten Batang Hari. Di samping itu pendekatan tersebut lebih proporsional dan konsisten dalam melihat dan memahami proses kompleksitas dari kegiatan implementasi kebijakan publik yang juga didasarkan oleh pertimbangan bahwa konteks implementasi tersebut lebih memperhatikan persoalan prosedural implementasi dalam keseluruhan aktivitas implementasi yang ada di dalamnya. 

Komunikasi antar Badan Pelaksana Dan Pendamping Desa 
Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan desa salah satunya adalah pada saat proses sosialisasi program, dilaksanakan dengan sistem koordinasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para pelaku kebijakan di tingkat desa seperti Kepala Desa, perangkat desa dan tentu saja Pendamping Desa Sosialisasi dilakukan secara berjenjang, di mana pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sektor kebijakan melaksanakan sosialisasi program pendampingan desa di tingkat kabupaten, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten dengan melibatkan pihak Provinsi yang menghadirkan seluruh camat dan kepala desa serta para pendamping yang telah lulus dalam keseluruhan tahapan seleksi melakukan sosialisasi program. Sementara di tingkat desa dengan dukungan pihak kecamatan dan para pendamping diharapkan dapat melakukan penyampaian informasi ketingkat yang lebih bawah lagi, yakni masyarakat desa secara umum. Oleh karenanya koordinasi yang baik antara pemerintah Provinsi sebagai wakil pusat di daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa sangat penting, sehingga sasaran dan tujuan yang diinginkan dari implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari dapat tercapai. 

Namun temuan di lapangan menunjukan, sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari peneliti nilai belum maksimal, indikasinya terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendampingan desa. Bentuk partisipasi masih dalam bentuk memberikan tenaga gotong-royong, penyampaian ide atau gagasan dalam pelaksanaan program masih sangat terbatas. Padahal partisipasi dari masyarakat sangat berguna sebagai komunikasi dua arah dan membuka kesempatan untuk bernegosiasi dan memberikan masukan atau pendapat agar program kedepan berjalan semakin baik. Secara umum hambatan yang ditemui pada partisipasi masyarakat di pedesaan antara lain masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan, tingkat perekonomian masyarakat masih rendah dan kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan mencari nafkah daripada memikirkan masalah pembangunan. 

Distribusi kewenangan terlaksana dengan baik, namun koordinasi antara pelaksana masih menjadi hambatan di lapangan. Hal tersebut disebabkan masalah jangkauan wilayah tugas Pendamping Desa yang kurang merata, ini mengakibatkan beberapa tenaga pendamping desa kesulitan melaksanakan tugasnya. Beberapa daerah yang memiliki jumlah desa lebih kecil justru mendapatkan tenaga yang lebih banyak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten harus turun tangan melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi kewenangan tenaga ahli atau tenaga lokal pendamping desa. Untuk itu relokasi melalui penataan kembali wilayah tugas pendamping desa perlu dievaluasi kembali. Selain akan semakin profesional, dan juga proporsional melalui penataan dan relokasi diharapkan akan ada peningkatan kinerja serta efesiensi waktu dan mempermudah koordinasi, karena lokasi kerja akan lebih tepat dan baik jika berdekatan dengan domisili petugas pendamping Desa. Dengan jarak yang dekat maka si pendamping ini akan lebih banyak mengetahui segala persoalan serta adat istiadat dan juga terkait Desa tersebut. Jika ada persoalan juga bisa cepat datang, untuk menyelesaikannya, karena jarak dekat. 

Masalah lain yang muncul dalam implementasi terkait petugas pendamping desa adalah keberadaan petugas itu kurang maksimal dalam menjalankan perannya, karena fokus pekerjaan tidak hanya menyasar ke satu desa tapi bisa mendampingi tiga hingga 4 desa untuk satu pendamping lokal desa. Sebagai akibatnya, pihak desa merasa bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin. 

Banyak para perangkat desa mengeluhkan hanya beberapa kali bertemu dengan petugas pendamping desa, itu pun hanya sekadar silahturahmi dan komunikasi awal. Padahal yang namanya seorang pendamping seharusnya mengawal sejak awal hingga program berakhir, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti harapan, ada beberapa faktor yang membuat tugas pendampingan itu jadi kurang maksimal. Beberapa faktor itu antara lain, masih minimnya petugas pendamping desa. Tidak dipungkiri, jumlah pendamping desa di Kabupaten Batang Hari saat ini belum memenuhi standar karena dari 110 desa hanya didampingi oleh 28 pendamping lokal desa (PLD). Idealnya satu pendamping satu desa. Tapi kenyataanya, satu petugas melakukan pendampingan untuk tiga atau empat desa sehingga perannya kurang efektif karena fokus yang terpecahpecah untuk beberapa desa. 

Masalah lain yang membuat proses komunikasi dalam program pendampingan desa kurang maksimal dikarenakan banyak petugas yang berasal dari luar daerah wilayah tugasnya bahkan ada beberapa yang dari luar kabupaten Batang Hari sehingga tidak memahami kultur dan budaya setempat. Menurut hemat penulis domisili dan asal-usul pendamping desa sangat penting karena bisa memudahkan dalam melaksanaan tugasnya. Semua faktor mungkin bisa jadi penentu, tapi yang paling penting terletak di komunikasi. Kalau komunikasi berjalan maksimal diharapkan keluhan-keluhan yang ada bisa dikurangi, pendamping desa diharapkan bisa bekerjasama, bersinergi dan memupuk semangat kebersamaan dengan semua aktor kebijakan termasuk diantara sesama petugas sendiri. 

Sumber Daya Manusia Pendamping Desa 
Pelaksanaan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari tentu saja melibatkan cukup bayak aktor, mulai dari pemerintah provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap aktor ini tentunya memiliki peran masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya harus saling bersinergi dan mendukung dalam mencapai sasaran program. Sumberdaya sebagaimana di kemukakan di atas , masih kurang memadai. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengelolaan program pendampingan terlihat belum optimal. Dengan jumlah PLD hanya sebanyak 28 orang, tentu saja masih belum mampu menjangkau semua desa. Fasilitas pendukung pelaksanaan program seperti sarana dan prasarana, Alat-alat tulis kantor dan lain sebagainya juga belum sepenuhnya memadai. Banyak dari para pendamping desa yang harus menyediakan peralatan alat tulis, komputer, dan printer milik mereka sendiri. 

Mengenai masalah banyaknya pendamping desa yang baru direkrut yang belum memiliki pengalaman dan kompetensi pemberdayaan berdasarkan informasi dari berbagai pihak terkait. Solusi dalam jangka pendek adalah mereka ini harus segera diberikan diklat pratugas. Para pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat harus segera diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, sesuai kebutuhan. 

Pendidikan dan pelatihan pratugas, ini merupakan bagian dari upaya untuk membekali dan menambah pemahaman dan pengetahuan serta melengkapi kemampuan dalam proses fasilitasi dalam rangka pengembangan kapasitas bagi para pendamping desa sebelum bertugas dilapangan. Kualitas kinerja pembinaan dan pengendalian program oleh para pelaku program pendampingan desa, sangat ditentukan oleh aktifitas pengembangan kapasitas seperti ini. 

Minimnya jumlah tenaga pendamping desa juga menjadi masalah yang terjadi di lapangan. Keterbatasan jumlah pendamping memaksa para pendamping desa ketika menjalankan tugasnya kurang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPMD Kabupaten Batang Hari jumlah Tenaga Ahli sebanyak 6 orang, Pendamping Desa sebanyak 19 orang dari 22 orang dimana 3 orang mengundurkan diri, pendamping lokal desa sebanyak 28 orang dimana 1 orang mengundurkan diri. Dengan jumlah tersebut mereka harus mengampu sebanyak 110 desa. Minimnya pendamping lokal desa tersebut memaksa mereka harus mendampingi 3 hingga 4 desa. 

Sikap dan Kompetensi Pelaksana Pendamping Desa 
Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi program pendamping desa alam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Batang Hari merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi yang paling penting adalah harus pula memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. 

Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau mindset para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit. Ada beberapa kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seseorang diminta untuk melaksanaan perintah-perintah yang mereka tidak setujui, maka kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi. 

Sikap dari para pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi jika semua pihak yang terlibat tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Tenaga ahli pendamping desa. Banyak perangkat desa serta kepala desa yang menganggap para pendamping desa sebagai “orang luar” yang akan mengancam eksistensi mereka dalam mengelola dana desa. Muncul rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing tersebut. Potensi konflik yang memungkinkan terjadi adalah konflik administrasi dan konflik sosial. Apalagi selama ini Kepala desa sudah sangat nyaman secara ekonomis dengan bertindak sebagai pemegang kas atau pengelola keuangan desa, disamping itu dalam menjalankannya tentu tidak bisa fokus mengelola keuangan karena masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Kondisi tersebut tersebut membuat para pendamping desa yang akan akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas masyarakat di desa. 

Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas di dalam masyarakat yang masih bercorak “patrilineal” enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka. Mengenai kualitas partisipasi, partisipasi masyarakat desa masih berada pada tingkat konsultasi, dimana masyarakat dilibatkan dalam akan tetapi dari segi tingkat kehadirannya belum maksimal. Hal ini kemungkinan banyak masyarakat masih beranggapan dalam mengusulkan sebuah usulan belum diberikan jaminan bahwa usulan mereka sepenuhnya akan digunakan. Selama ini partisipasi masyarakat desa hanya terbatas hanya dilakukan dalam bentuk memberikan tenaga, gotong-royong, ide atau gagasan, akan tetapi itupun kuantitasnya masih sangat terbatas. 

Struktur Birokrasi dalam Pendamping Desa 
Proses kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya yang tersedia menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang melaksanaan kebijakan memiliki pengaruh penting pada proses implementasi. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja yang sering kita sebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP). Prosedur-prosedur biasanya digunakan sebagai kerangka acuan kerja yang digunakan dalam organisasi-organisasi, baik itu dalam institusi publik maupun swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. 

Aspek lain dari struktur birokrasi adalah terfragmentasinya organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali juga terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Konsekuensi yang paling buruk dari munculnya fragmentasi adalah terhambatnya proses koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan – badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. 

Dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di kabupaten Batang Hari, belum dirumuskan suatu SOP yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program. Pedoman yang ada hanya sebatas yang tercantum dalam SPT (Surat Perintah Tugas) yang sangat normatif dan umum, serta belum disesuaikan dengan karakteristik-karakteristik dan kondisi di lapangan yang tentunya berbeda satu-sama lain. Pedoman berupa Petunjuk Teknis (Juknis) yang sesungguhnya bersifat top down pun dalam pelaksanaannya belum ada. Sehingga peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pelaku pogram belum dilaksanakan secara baik. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. 
Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Program Pendamping Desa 
Proses implementasi program pembangunan selalu terjadi kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realitas di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari. Hambatan yang terjadi diidentifikasikan oleh peneliti terjadi pada tiga pelaku program yakni Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun pemerintah Kabupaten dengan leading sektor yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Pemerintah Desa, Kelompok Pendamping Desa dan Masyarakat desa itu sendiri. Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : 

a.  Kualitas  dan kuantitas tenaga pendamping desa kurang memadai sehingga berdampak ada rendahnya kinerja pendamping desa dalam membantu kerja–kerja kepala desa dan aparatur desa; 

b.   Masih lemahnya   daya   dukung (SDM)   dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku, hal ini dikhawatirkan akan memunculkan pihak-pihak ketiga (broker) untuk memfasilitasi dan membantu aparat desa untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam pencairan dana desa;

c.  Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat yang sedikit; 

d.  Koordinasi para pelaku implementasi lintas sektoral terutama antar instansi pemerintah kurang terjalin dengan baik; 

e.   Intensitas pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping desa kurang maksimal; 

f.    Sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal; 

g.   Pengawasan    dan     pengendalian    belum sepenuhnnya dilaksanakan secara  optimal, Berbagai kendala sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi di atas hendaknya segera mendapat perhatian dan segera dilakukan penyempurnaan sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa melalui program “Pendampingan Desa” dapat tercapai dengan baik; 

E. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
1. Pemerintah dalam merekrut pendamping desa juga harus melihat domisili dari para pendamping desa atau lebih mengutamakan putra/putri daerah yang ada, agar dalam melakukan pendampingan bisa mendampingi dengan baik karena jarak ke lokasi yang dekat dan juga dengan lebih mengutamakan putra/putri daerah maka akan lebih mengenal daerah tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa atau masyarakatnya menjadi lebih dipahami. 

2. Untuk mengatasi kebijakan atau peraturan yang berubah-ubah seperti peraturan menteri desa atau dari pemerintah pusat yang ada penyempurnaan-penyempurnaan di setiap tahunnya. Untuk itu pendamping desa sebaiknya banyak melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, agar desa yang didampingi bisa lebih memahami dan mengerti, agar tujuan dari adanya perubahan yang ke arah lebih baik tidak menyulitkan dan menjadi beban baik dari pendamping maupun untuk desa. 

3. Untuk menjamin kualitas para pendamping desa perlu diberikan sertifikasi profesi bagi para pendamping desa. Sertifikasi bagi pendamping desa sangat penting, sebab dengan adanya sertifikasi akan lebih menjamin hak rakyat dalam memeroleh pendampingan dari orang-orang yang berkompeten. 

4. Penilaian kinerja secara berkala dan kontinue terhadap pendamping desa. Penilaian kinerja merupakan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pendamping desa. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pendamping desa, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pendamping desa di masa yang akan datang. 

5. Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui DPMD secara berkala melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping desa dalam bentuk pelatihan, sesuai kebutuhan. Terutama sekali kepada pendamping desa yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat desa yaitu para PLD (Pendamping Lokal Desa), sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa melalui program “Pendampingan Desa” dapat tercapai sesuai tujuan. 

F. DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu:Yogyakarta..2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu:Yogyakarta.

_________2013.Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi,Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Faisal, Sanapiah. 2010. Format-Format Penelitian Sosial. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Posda karya:Bandung.

Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University:Yogyakarta.

Neuman, W Laurence. 2013. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education Limited.

Prawirosentono, Suryadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam

Perdagangan Bebas Dunia. BPFE: Yogyakarta.

Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2005. Performance Appraisal: SistemYang Tepat Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Rajawali Pers: Jakarta.

Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi,dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

Shapiro, Ian. 2014. Problems and Methods in the Study Politics. Cambridge University Press: Cambridge.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.

Sinambela, Poltak. Lijan.2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siswanto, Sastrohadowiryo. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. PT.Rineka Cipta: Jakarta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.

Suyanto, Bagong. 2011. Metode Penelitian Sosial; Berbagai AlternatifPendekatan. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Suharto, Edi, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung.

Regulasi dan Dokumen:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Petunjuk Teknis Pendampingan Desa.
